
GUBERNUR    KALIMANTAN BARAT  

PERATURAN  GUBERNUR  KALIMANTAN BARAT
NOMOR   51 TAHUN 2019

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN
EKOSISTEM LAHAN BASAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  110
Tahun  2017  telah  dibentuk  Unit  Pelaksana  Teknis
Daerah Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah;

b. bahwa  dalam  rangka  efisiensi  dan  efektivitas
pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengelolaan  kawasan
ekosistem  lahan  basah,  dipandang  perlu  melakukan
evaluasi  terhadap  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah
Pengelolaan  Kawasan  Ekosistem  Lahan  Basah  Pada
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf  b, Peraturan Gubernur Nomor
110  Tahun  2017  tentang  Pembentukan,  Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Unit
Pelaksana  Teknis  Daerah  Pengelolaan  Kawasan
Ekosistem  Lahan  Basah  Provinsi  Kalimantan  Barat
perlu dicabut;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,  huruf b dan huruf  c, maka
perlu  menetapkan  Peraturan  Gubernur  tentang
Pencabutan  Peraturan  Gubernur  Nomor  110  Tahun
2017  tentang  Pembentukan,  Susunan  Organisasi,
Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana
Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan
Basah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1956  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang
Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017  tentang  Pedoman Pembentukan  dan  Klasifikasi
Cabang  Dinas  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

7. Peraturan Daerah  Nomor  8  Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat  (Lembaran  Daerah  Provinsi
Kalimantan  Barat  Tahun  2016 Nomor  8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

8. Peraturan  Gubernur  Nomor  117  Tahun  2016
Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi  serta Tata  Kerja  Dinas  Kehutanan  Provinsi
Kalimantan Barat  (Berita  Daerah Provinsi  Kalimantan
Barat Tahun 2018 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapka
n

: PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PENCABUTAN
PERATURAN  GUBERNUR  NOMOR  110  TAHUN  2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH  PENGELOLAAN  KAWASAN   EKOSISTEM  LAHAN
BASAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1
Peraturan  Gubernur  Nomor  110  Tahun  2017  tentang  Pembentukan,
Susunan Organisasi,  Tugas dan Fungsi  serta Tata Kerja Unit  Pelaksana
Teknis  Daerah  Pengelolaan  Kawasan  Ekosistem  Lahan  Basah  Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2
(1) Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pengelolaan  Kawasan  Ekosistem  Lahan  Basah  dilaksanakan  oleh
bidang  teknis pada  dinas  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang kehutanan.

(2) Pegawai  Negeri  Sipil  yang melaksanakan tugas pada Unit  Pelaksana
Teknis  Daerah  Pengelolaan  Kawasan  Ekosistem  Lahan  Basah  tetap
melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat
Pembina Kepegawaian.

(3) Penyelenggaraan  administrasi  kepegawaian,  pembiayaan,  peralatan
dan  dokumen  yang  terdapat  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah menjadi tanggung jawab
dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Gubernur  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Provinsi Kalimantan Barat. 

 Ditetapkan  di  Pontianak
 pada tanggal 30 September 2019

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 September 2019

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 51 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI
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